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  3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga tentang Pemilihan, 

Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 

 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;  

 

7.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

 

8.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 

83/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara 

di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;  

 

9.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 

84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2013; 

 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Nomor: 759/BA/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 tentang Penetapan 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 

Gubernur  Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 

  MEMUTUSKAN 

   

Menetapkan : PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE  

NUSA TENGGARA BARAT  SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA 

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR 

DAN WAKIL GUBERNUR  NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 

   

KESATU : Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, maka KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat 

merupakan bagian pelaksana penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil 

Gubernur Nusa Tenggara Barat. 
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